
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

KEPUTUS$I KOMISI PEMILIIIAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 50 /Kpts/KPU-Kab-012329367 D0l5

TENTAI\IG

PEDOMAN TEKI\{IS REKAPITULASI HASIL

PENGHITIJNGAI\ SUARA DAI\ PEI{ETAPAN HASIL PEI\{ILIHAN BI]PATI

DAI\[ WAKIL BUPATI BLORA TAIIT]N 2015

KETUA KOIUISI PEMILIHAN T]MI'M KABIJPATEN BLORA,

Menimbang : a- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahrm 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapatr

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernrn, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor l0 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungao

Suara Pemilihan Gubemur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perll

disusun Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suarh

dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bloil

Tahun 201 5;

c. bahwa berdasa*an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalfl
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komll

Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Tedir

Rekapitulasi Teknis Hasil Pengbitungan Suara dan Pen@o

a

a

.,1

la-/
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

{Jldang-Undang Nomor I Tahm 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembarao Negara Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678); '

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 0l Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pernilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihnn Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Selretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Ifuta;

I l. Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan WaKl

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; j
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentaug Tala Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenA(ota

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota;

10. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umurn, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 200E

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umurr, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota;

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapaq Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Waki-l Gubemur, Bupati dan WaHl

Bupati, dar/atau Walikota dan Wakil Walikota;

-
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Memperhatikan

12. Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi

Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan

KabupatenAfuta serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubemur, dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :

l5lKpts/IGU-Kab-01232936712015 t nggal 18 April 2015

tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor

l6lKptVKPU-Kab-01232%67n015 tentang Tahapan, Program

dan Jadwat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor

49lKptVKPU-Kab-01232936712015 tentang Pedoman Teknis

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

tanggal 29Juni 2015.

-l

(
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MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN T]MUM KABUPATEN

BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

PEMILIHA}.I BUPATI DA}I WAKIL BUPATI BLORA TAHUN

2015.

: Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan

bagran tidak terpisalrkan dari Keputusan ini.

: Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan

bagan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilalcukan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
padatanggal : 29 funi20l5

KEruA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

a
i

!

-\
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA
NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-0r232936712015
TENTANG PEDOMAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITI.JNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BI]PATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHI]N 2OI5

PEDOMAN REKAPITULASI HASIL

PENGIIITUNGAN SUARA DAI{ PEI\IETAPAI{ IIASIL PEMILIHAN BI,]PATI

DAI{ WAKIL BTJPATI BLORA TAHUN 2OI5

BAB I
PENDAHIJLUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2015 sebagaimam dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Pemilihrn

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi l{asil

Penghitungan Suara dan Penetapan tlasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahrm

2015.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagai Panduan bagi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blorq Panitia Pemilihan KecarnatarL Panitia Pemungutan

Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Blora dalam

menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 serta pihak-pihak yang

berkepentingan dengan Pemili han.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

l. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugag

kewajiban dan wewenangpya dengan baik;

2. Unnrk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan KPU Kabupaten,

PPK ,lan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
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3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut

secara berul".g-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamamya, maka akan

diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

l. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blor4 selanjutnya disebut Pemilihaq adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan

Wakil Bupati secara langsuag dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang penyelenggara Pemilihan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-mdang

Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora" selanjutrya disebut KPU IGbupaten, adalah

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan KecamatarL selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk

oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar4 selanjutnya disingkat KPPS, adalah

kelompok yang dibentuk oleh PPS unhrk melaksanakan pemungutan suara di Tempat

Pemungutan Suara.

s. Badar Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yrng mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan weweftmg dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengall selanjutnya disebut Bawaslu

Provinsi adalah lernbaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bernrgas

p€nyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blor4 selanjuttya disebut Panwas Kahpaien,

adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas rmtuk menganasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
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I l. Panitia Pengawas Pemilihan KecamatarL selaqiutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah

panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk

oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau

Kelurahan.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.

14. Tempat Pemungutan Suar4 selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakamya

Pemungutan Suara-

15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pernungutan

Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama dan foto Pasangan Calon.

16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menenfirkan suara

sah yang diperoleh Pasangan calon serta surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat

Suara yang tidnk terpakai dan Surat Suara rusak/keliru coblos.

17. Rekapitglasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan

suara oleh PPK dan KPU KabuPaten.

18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suala yang berbentuk

lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan

suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yarg m€muat foto, nama dan nomor

Pasangan Calon.

19. Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi calon

Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim

kampanye unfirk menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan

kabupaten.

20. pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di

Pemerintah yang mendaftar dan klah memperoleh akreditasi dari I(PU Kabupaten untuk

melalnrkan pemantauan Pemilihan.

21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga luar negeri yang mendaftar dan telah

mernperoleh Akreditasi dari KPU untuk melalarkan pemantauan Pemilihan.

22. Hari adalah hari kalender'

C. PRINSIP PEI\TYELENGGARAAN PEMILIIIAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015,

penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;
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5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

8. proponionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

ll. efisiensi;

12. efekifitas dan;

13. aksesibilitas.

D. DASARIIT'KT]M

Dalarn penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

berpedoman pada:

l. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembennrkan Daerahdaerah

Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah @erita Negara Tahrm 1950 Nomor

42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4801) sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 20ll tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200E tentang

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 8, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketetbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor l0l,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246):

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakya! Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ll7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 53 1 6);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambaban kmbaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentog

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem€riilahm

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Nma
5679);

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



5

8. Undang-Undang Nomor I Tatrun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan pemerintatr

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 terfiang Pemilihan Gubemur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan

Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 57, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tatrun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupatenfl(ota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariar Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota

sebagaimana diubatr dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tatrun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/tr(ota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatrapan, program

dan Jadwal Penyelenggafiuul Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan LJmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/tr(omisi Independen pemilihan

Aceh, Komisi Pemilihan Umum /tr(omisi Independen Pemilihan Kabupaten/trfuta serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatao, Panitia Pemungutan S,ara
dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015 tentang Pemungutan dm
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Brpdi
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

I
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14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1l Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

BAB II

PELAKSANAAI\I DAI\ TORMULIR

1. Rekapinrlasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai

berikut:

a kecamatan; dan

b. kabupaten.

2. Rekapitulasi tfusil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka I dilalorkan oleh:

a. PPK melakukan rckapitulasi pada tingkat kecamatan;

b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tinekat kabupaten.

3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a, terdiri atas formulir:

a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan kotak suara

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;

b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Peroleban

Suara di setiap TPS dalam satu wilayah Desa/Kelurahan;

c. Model DAA-KWK Plano merupakan Cafatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Ukuran Plano di Tingkat Desa/Kelurahan;

d. Model DAI-KWK Plano merupakan Calatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Ukuran Plano di Tingkat Kecamatan;

e. Model DA merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kecamatan;

f. Model DAI -KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kecamatan;

g. Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kecamatan;

h. Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Peirghitungan Perolehan

Suara dari TPS;

i. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten;

j. Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Betita Acara dan Sertiftd
Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamate

kepada Saksi dan Panwas kecamatan;
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k. Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;

l. Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitrlasi Hasil Penghitungan Suara dalam

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b, terdiri alas fonnulir:

a. Model DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupaten;

b. Model DBI-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten;

c. Model DBI-KWK Plano merupakan Catatan Rekapinrlasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten;

d. Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

dalam Pelaksanaan Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten;

e. Model DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapittrlasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari Tingkat Kecamatan;

f. Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kabupaten

kepada Saksi dan Panwas Kabupaten;

g. Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten;

h. Model DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.

BAB TII

PEITYAMPAIAN HASIL PENGIIITUNGAI{ SUARA

l. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel d31 54linan formulir Model C-KWII Model

CI-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan

pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C-KWK, CI-KWK
dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimanana dimaksud pada angke l,
PPS:

a mengunumkan hasil penghitungan suara menggunakan lampiran Model C-l KWK dari

seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana

pengumuman di desa atau kelurahan;
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b. menjaga dan menganranlun 
ke

;:,fi|IJT"ilT**olo'XflJ'h'ff 
serta tidak membuka, tidak

nghifung Surat Suara, atau tidakc' meneruskan kotak suara yang masih terseger dari seruruh Tps di wirayah kerjanyaktpudu PPI( pada hari yang sama dengan hari pemungutan 
suana dengan pngawalandari kepolisian setempat.

3' Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh Tps kepada ppK sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf c' PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi
Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di Tps, dengan menggunakan
formulir Model D-KWK.

4' Dalam keadaan geografis, jarak tempulu cuaca, atau ketersediaan tansportasi pada wilayatr
kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak $ura kepada ppK paling lama 3
(tiga) hari setelatr hari pemungutan Suara.

5' PPK membuat berita acara penerimaan kotak sura sebagaimana dimaksud pada *,gka 2
huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.

6' PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang
memadai dan dapat dijamin keamanannya.

7' PPS melalui PPK meneruskan salinan fomrulir Model C-KWK, Cl-KwK dan lampirannya
kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan di laman
KPU Kabupaten.

8. KPU Kabupaten meneruskan hasil pemindaian atan scan formulir sebagaimana dimaksud
pada angka 7 kepadaKPU untuk diumumkan pada laman KpU.

BAB TV

REKAPITULASI PENGIIITUNGAIY SUAT'"A DI KECAMATAIY

A. PERSIAPAI\

1. Penyusunan Jadwal Rapat

a. PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi PengJritungan Suara dalam rapat pleno

setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimans'dimaksud pada BAB

III angka 2 huruf c.

b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa atau keluralran dalam wilayah

kerja PPK.

c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimarra dimaksrd

pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara daed

dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
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d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat I

(satu) hari sebelumnya.

e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

hwuf d terdiri atas:

1) Saksi;

2) Panwas Kecamatan;

3) PPSdanSeketariatPPS.

f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan

ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

2) tempat pelaksanaan rapat Rekapiirlasi Penghitungan Suara;

3) jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada

wilayah kerja PPK;

4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4

(empat) orang;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk I (satu) Pasangan Calon;

6) Saksi wajib membawa dan menyerabkan surat mandat yang ditandatangani oleh

Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan

7) peserta rapat Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu

dan menyerahkan surat undangan rapat.

g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau

Pemilihan, masyarakat dan instansi te*ait.

2. Pembagian Tugas

a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK" Sekretariat PPI!

Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melah*an Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka I adalah:

l) Ketua PPK mernimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

2) Anggota PPII Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-

KWI! Latrpiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;

3) Ketua atau Arggota PPS bertugas membacakao formulir Model CI-KWK

beserta lampiran Model C I -KWK;

4) Setrctariar PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWII Lampiran Modcl

DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TpS.

c. Untuk menunjang pelaksaoaan Rekapitulasi tlasil Penghihmgan guara fi ringkrt

Kecamatan dapat menggunakan ICD projector.
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3. PenyiapanPerlengkapan

a PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a pding lambat I (satu) hari

sebelumnya.

b. Perlengkapan rapat Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf a terdiri atas:

l) ruang untuk rapat;

2) formulir berita acara dan sertifikat;

3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan Dan Penghitungan Suara

di TPS;

4) kotak suara kosong yang di ternpel stiker bertuliskan Rekapihrlasi hasil

Penghitungan Suara di PPK untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil

rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPK

5) perlengkapanlainnya

c. PPK menlapkan ruang unnrk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebageimana dimaksud pada huruf b angka l) dengan mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

d. Formulir sebagaimana dimaksud pada hurufb "ngka 2), terdiri dari:

l) ModelDAA-KWK;

2) ModelDAA-KWKPlano;

3) ModelDA-KWK;

4) ModelDAl-KWK;

5) ModelDAl-KWKPlano;

6) ModelDA2-KWK;

7) ModelDA3-KWK;

8) ModelDA4-KWK;

9) ModelDA5-KWK;

l0) Model DA6-KWK; dan

ll) ModelDAT-KWK.

e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dinaksud pada hurufb angka 5) terdiri atas:

1) sampul kertas masing-masing I (satu) buah;

2) amplop sebanyak I (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suarq

3) segel masing-masing 4 (empat) lembar ditambah segel sejumlah kotak suara

dari TPS;

4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

5\ ballpoint *bam.yakS (delapan) buah;

6) lern perekat sebanyak I (satu) buah;

I
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7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD proiector apabila ada; dan

8) daftar hadir p€serta rapat.

f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan uttuk memuat

fomrulir Model DA-KWK, Model DAI-KWK, Model DA2-KWI( Model DAA-

KWK serta Model DA7-KWK.

g. Segel sebagaimana dimaksud huruf e angka 3), digunakan untuk menyegel dengan

cara ditempel pada:

l) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK Model DAI -KWIi

Model DA2-KWK Model DAA-KWK dan Model DA7-KWIq sebanyak 2

(dua) lembar;

2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK

Model DAI-KWK, DA2-KWK" Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK,

masing-masing sebanyak I (satu) lembar;

3) lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAI\I

1. Rekapitulasi llasil Penghitungan Suara

a Rapat Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada hwuf A

angka I huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan I (satu) orang Anggota PPK dan

dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK Sekretariat PPS.

b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

l) agenda rapat; dan

2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:

1) I (satu) wilayah desa atau kelurahan;

2) I (satu) wilayah kecamatan.

e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimakzud pada huruf d angkr

1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama hingga TPS terakhir di desa

atau kelurahan pertama sampai dengan desa atau kelurahan terakhir dalam wilayah

kerjaPPK.

f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d engka

2) dilah*an secara berrrrutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampoi

dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

g. Rekapitulasi setugaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secra

bersamaan, paling banyak 4 (€mpat) kelompok dengan memertimbangkan jumlah

TPS dan waktu yang tersedia

,
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h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d angka l) dengan langkah sebagai berikut:

1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud

pada huruf A angka 3 huruf d angka l) dan 2);

2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3

hurufb aneka 3);

3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimann

dimaksud pada angka 2;

4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau

menggunakan I C D proj e ct or;

5) meneliti dan membaca dengan cemrat dan jelas data jutnlah pemilih,

penggunaan Surat Suar4 perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam

formulir Model CI-KWK;

6) mencatat hasil rekapittrlasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam

formulir Model DAA-KWK Plano;

7) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;

8) mengeluarkan DPT, DPTb-.I, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS

untuk kemudian dihimpun menjadi I (satu) bagian per wilayah desa alau

keluralnn.

i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada hurufd angka 2) dengan langkah sebagai berikut:

l) menyiapkan formutir Rekapihrlasi Hasil Penghitungan $uara ringkat

kecamatan sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampei

dengan angka I l);

2) menempelkan formulir model DAI-KWK Plano pada papan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara atau menggtnakat LCD projector;

3) meneliti rlan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih,

p€nggunaan Surat Suara perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam

formulir Model DAA-KWK;

4\ mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud

pada angka 3 ke dalam formulir Model DAI -KWK Plano.

5) menyalin fonnulir Model DAI -KWK Plano ke dalarn formulir Model DAI-

KWK;

6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkc

kecamatan dalarn formulir Model DA-KWK;

7) menghimpun DPT, DPTb-I, DPTb-2, DPPh dan C7 yarg telah menjadi I
(satu) bagian per desa atau kelurahan menjadi I (satu) bagian per wilayah

kecamatan untuk diten skan kepada KPU Kabuparen bersama-sama dengm

-12-
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kotak suara yang berisi dokumen Rekapinrlasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan.

j. Fomulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf

h dan huruf i ditandabngani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.

k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia

menandatangani forrnulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir

ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia

menandatangani.

l. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j dengan

menggunakan tanda terima formulir Model DAS-KWK kepada:

l) Saksi; dan

2) Panwas Kecamatan.

m. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di

tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

n. PPK mengirim formulir DAI-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten unhrk

diunggah pada laman KPU Kabupaten.

o. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pad4 hurufd, PPK wajib segem menyerahkan kepada KPU Kabupaten:

l) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK Model DAA-KWK Model

DAA-KWK Plano, Model DAI-KWIi Model DA2-KWK Model DAI-KWK

Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;

2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara don formulir dari seluruh TPS di

wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.

p. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada hurufo dicatat dalam formulir

Model DA4-KWK.

q. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana

dimaksud pada huruf o dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.

r. KPU KabupaGn wajib menyimpan kotak suara sobagaimana dimaksud pada huntf q

pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya-

2, PenyelesaianKeberatan

a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur

dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK apabila terdapat

hal yang tidak sesuai dengan kaentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib

menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Suara Rekap hasil

penghitungan dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DAI-

KWKPlano.

t'
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c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana

pada huruf a dapat diterimq PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

d. Pembetr.rlan Rekapinrlasi Penghitungan Suara dilakukan koreksi dengan cara

mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan

sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana

dimaksud pada huruf d PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas

Kecamatan yang hadir.

g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya

sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah

ditetapkan.

h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagimana dimaksud pada huruf f
disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebegai kejadian khusus

pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di kabupaten.

i. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model

DA2-KWK.

j. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk

mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa foto atau video.

I

BABV

REKAPITULASI PENGIIITT]NGAI\ SUARA DI KABT]PATEN

A- PERSIAPAN

l. Penyusunan Jadwel Repat

a. KPU Kabupaten melaksanakan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud

pada BAB fV hurufB angka I hurufo.

b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam

wilayah kerja KPU Kabupaten.

c. Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal

tahapan.

d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat kepada pes€rta rqn
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling

lambat I (satu) hari sebelumnya
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e. Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:

l) Saksi

2) Panwas Kabupaten; d"n

3) PPK.

f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf 4 harus dicantumkan

ketentuan mengenai:

l) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

2) tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwat acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU IGbupaten;

4) masing-masing pasangan calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua)

orang;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk I (satu) Pasangan Calon;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani

oleh Pavngan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkaf Kabupaten;

dan

7) peserta rapat Rekapihrlasi Hasil Penghihmgan Suara hafls hadir tepat waktu

dan menyerahkan surat undangan rapat.

C. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau

Pemilihan, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tuges

a KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara-

b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada hruuf a diatur agar

setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya

dalam kelompok kerja.

3. PenyiaprnPerlengkrpan

a KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapihrlasi Hasil penghitrmgu

Suara sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka I huruf a paling lambat

I (satu) hari sebelumnya.

b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi tlasil Penghitungan Suara sebagaimana dimeksud

pada huruf a terdiri atas:

l) ruang rapat;

2) fomrulir berita acara d"n sertifikat;

3) kotak suara Grsegel yang berisi dok,men Rekapitulasi Hasil penghihmgEtr

Suara di tingkar PPK;

4) perlengkapanlainnya.

c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil penghihugan Suan

sebagaimana dimaksud pada hurufb angka l) dengan mempertimbangkan:

I

!
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B.

e. Perlengfupatr lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:

l) segel, sejumlatr kotak suara rekapitulasi penghinmgan suara dari PPK;

2) sPidol sebanYak2 (dua)buah;

3) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;

4) lemperekatsebanyak I (satu)buah;

5) arat tulis kantor, termasuk komputer dz,' LCD proiecfor apabila ada dan

O daftar hadir Peserta raPat'

f. segel sebagaimana dtnaksud pada huruf e atgk^ 1) digunakan untuk meiryegel

kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK'

PELAKSANAAN

L RekapitulesiHasilPenghitun*:t::: ^-- -*buka rapat Rekapiturasi Hasil

a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten mem

Penglitungan Suara sebagaimana dimaksud pada BAB v huruf A angka I huruf a

b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:

l) agendaraPa!

2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penglritungan-Suara di tingkat kabupate'n'

c. KPU Kabupaten melaln*ao Rekapitutasi Hasil Penghitungan Suara dengan

ffi_;t_*;Ht rekapitutasi tinskat kabupaten sebasaimam dimalsud

PadahurufA angla 3 hurufd;

2) membuka kotak-suara tersegel sebagaimana dinaksud pada huuf A angka 3

hutufb angkn 3) ;

3) mengeluarkan auo t"nUutu sampul tersegel dari kotak suara s€bagaima'a

dimaksud Pada angka 2);

4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas d"tu j"mlah p€mttiL

peng$naan Surat Suara' perolehan suara satr dar tidak sah dalam formglir

ModetDAI-KWK;

,

I

I

1) kapasitas peserta rapat; dan

2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

d. Formulir sebagaimene dimaksud pada hgruf b angka 2) terdiri atas:

l) Model DB-KWK;

2) ModelDBl-KWK;

3) ModelDBI-KWKPlano;

4) ModelDB2-KWK;

5) Model DB3-KWK;

6) ModelDB5-KWK;

7) ModelDB6-KWIldan

8) Model DB7-KWK.
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5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DBI-KWK dan DBI-

KWKPlano;

6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabuparen dalam formulir Model

DB.KWK.

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c

dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK p€rtama sarnpai dengan PPK terakhir

dalam wilayah kerja kabupaten.

e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

huruf c angka 5) dan angku 6), ditandatangani oleh Ketua Anggota KPU

Kabupaten dan Saksi yang hadir.

f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir tidak bersedia

menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir

ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan saksi yang hadir yang bersedia

menandatangani.

g. KPU Kabupaten salinan fomrulir sebagaimana dimaksud pada huruf

e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:

l) Saksi; dan

2) Panwas Kabupaten.

h. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati.

i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

hurufh ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i

digunakan sebagai dasar penetapan Pasangm Calon Bupati dan Wakil Bupati

terpilih.

k. KPU Kabupaten metrgumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dar/atau laman KPU

Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

l. KPU Kabupaten mengrmggah formulir Model DBI-KWK pada laman KPU

Kabupaten.

m. KPU Kabupaten wajib menyimpaq menjag4 dan mengamankan keutuhan:

1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK Model DAA-KWK Model

DAI-KWK Model DAA-KWK Plano, Mode! DA2-KWI( Model DAI-KWK

Plano serta Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan

disegel;

2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wihysh

kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

I

!
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4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada

angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan

suara yang lebih luas di tingkat desa atau kelurahan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud

pada angka 4 masih samq Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran

perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakit Bupati terpilih dalam rapat

pleno terbuka yang dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. Panwas Kabupaten.

7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Pasangan Calon terpilih.

8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada

hari yang sama kepada:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon terpilih;

d. KPU; dan

e. Panwas Kabupaten.

9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada

angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilalekan pding larna 3 (tiga) hari setelah

batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah

Konstitusi berakhir.

11. Dalam hal terdapat pengajuan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah

Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9

dilakukan paling lama I (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.

12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaLrsud pada

angka 9 dilalekan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh

Mahkamah Konstitusi.

13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU

Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

t
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BAB VII
REKAPITT'LASI TIASIL PENGHITT]NGAI\I SUARA ULAI\G

l. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten dapat diulang,

dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau

yang kurang mendapat penerutgan cahaya;

c. Rekapihrlasi Hasil Penghitungan Suara dilalcukan dengan suara yang kurang jelas;

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;

f. Kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat

dilanjutkan;

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah

ditentukan.

2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka I Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka I Saksi atau Panwas

Kecamatan atau Panwas Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Ulang di PPIOatau KPU Kabupaten.

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus

dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang yang disebabkan oleh

kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka t huruf f rekapitulasi dilaksanakan paling

lama 5 (ima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK

atau KPU Kabupaten.

7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat kecamatan,

Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara

pada formulir Model CI-KWK dan lampirannya dengan formulir Model CI-KWK dan

lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model CI-KWK

Plano dan/atau Model CI-KWK dan lampirannya.

8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat

kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecarnatan

dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.

9. Apabila dalarn pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat kabupffi,
Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah su6

I

-i
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pada formulir Model DAI-KWK Plano yang diterima KPU Kabupaten, KPU Kabupaten

melakukan pengecekan fomrulir Model DAI -KWK Plano dan/atau Model DAI-KWK.

10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbulili terdapat

kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapihrlasi tingkat

kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII
PENGUSULAI\I PENGESAHAN PENGAIiTGKATA}{ PASAI{GAI\I CALON TERPILTH

l. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten.

2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka I dilakukan I (satu) hari setelah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai

tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana

dimaksud pada angka l, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.

4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan pasangan Calon

terpilih, Calon terpilih berhalangan berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan

kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan

melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesaban dan

pelantikan Pasangan Calon.

5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan pasangan calon

terpilih, Pasangan calon berhalangan tetap, I(PU Kabupatena mengusulkan kembali

pengesahan dan pelantikan terbadap Pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak

berikuhya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pasangan calon pada

saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BABD(

KETENTUAI\i LNN-LAIN
l. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau

gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah

ke{a PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rckapitulasi di
ibukota di kabupaten.

2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di ppK dan KpU lGbupaten

dalam penyelenggalsal psmilihaq Bupati dan Wakil Bupati.

3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam penyodn
fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
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4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamataa dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa

kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.

6. Dalam pelaksanaan Rekapinrlasi Hasil Penghitungan $uara pemilihan, PPK dan KPU

Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Infomrasi.

7. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakau

sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:

a berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian s€tempat dalam pelaksanaan

pembukaan kotak suara;

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan s6lagaimnne

dimaksud pada huruf q

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persid"ngan;

d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suan

dan dikunci/digembok seperti semula;

e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada hunrf b di kantor pos;

f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU

Kabupaten dan Panwas Kabupaten.

10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU

Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

BABX

PENtJ"TUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA,
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LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA
NOMOR : 50/Kpts/KPU-Ikb-01232936712015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITI.JNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BI.JPATI DAN WAKIL BI]PATI BLORA
TAHUN 2015

JEIYIS FORMI]LIR DALAM REKAPTTI]LASI IIASIL

PENGEITUNGAI{ SUARA DAII PEI\ETAPAN HASIL

PEMILIIIAN BUPATI DAI\[ WAKIL BUPATI BLORA TAIITJN 2OI5

NO KODE

MODEL

1 D.KWK Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil

Pemungutan dan Penghitrmgan Suara di TPS kepada PPK

2 DAA.KWK

J DAA-KWKPlano Catatan Hasil psnghitungan Perolehan Suara [fturan Plano di

Setiap TPS dalam Satu Wilayah Desa/I(elurahan

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ukuran Plano di

Tingkat Kecamatan

DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kecamatan

6 DAI-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kecamatan

DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pengbitungan Perolehan Suara

8 Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan suara

dari TPS

9 DA4.KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan kepada

KPU Kabupaten

10. DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemlehan Suara kepada

Saksi dan Panwas Kecamatan

11. DA6.KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kecarratan

12. DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapihrlasi Hasil Penghitungm

Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

NAMA

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di

Setiap TPS dalam Satu Wilayah Desa"/Kelurahan.

4. DAI-KWKPlano

5

7.

DA3-KWK
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DB-KWK Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat Kabupaten

14. DBI-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten

15. DB4 KWKPlano Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Ukuran Plano di Tingkat Kabupaten

16. DB2-KWK

t7. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dari Tingkat Kecamatan

18. DB5.KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tinekat

Kabupaten kepada Saksi dan Panwas Kabupaten

19. DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Tingkat Kabupaten

DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

KETUA KOMISI PEMILII{AN UMUM

KABTJPA BLORA,

13.

Catatan Kejadian Khusus dar/atau Keberatan Saksi dalam

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten

DB3.KWK

20.
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MODEL
D.KWK

ST,RAT PENGANTAR

Perihsl Penyampeien Berita Acara IIesiI
Penghihrngrn Perolehen Suarr
diTirykrtTPS Yth. Ketua PPK

di-

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan

suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor Vd Nomor

Desa/Kelurahan*)

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

T

1 Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

ModelCI-KWK

Berhologram

L,ampiran Model Cl-

KWKBerhologram

Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangm

Calon

2 Model CI-KWK

Plano Berhologram

Cahran Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

J Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

4 Model C3-KWK Surat Pemyataan Pendamping Pemilih.

5 Model CS-KWK Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model Cl-
KWK dan lanpirarmya, serta Model C2-KWK kepada
Saksi dan PPL.

6 Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemrmgutan Suara kepada
Pemilih.

7 KWK Daftar HadirPemilih di TPS

8 Model A3 KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap @PT).

I Model A.4 KWK Salinan Daftar Pemilih Pindshnn @PPh

10 KWK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain-

l1 ModelA.Tbl KWK Sdinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan

t2 Model A.Tb2-KWK Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bggi pemilih yang
memberikan hak pilih di TPS menggrmakan KTP

B. Surat suara yang diggnakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.

tv7

Kepede:

Sertifikar Hasil Penghitungan Pemlehan Suara di TPS

Model C7

Model A5
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C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B,

serta alat kelengkapn TPS dan kelengkapan adminisrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam

keadaan tersegel.

AIat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B bemda di drlFrr kotak

suara yang tersegel.

YANG MEI{YERAHKAN,
PANITIA PEMI.INGUTAN SUARA

DESA/KELTJRATLAN+)

(Nama Lengkap)

*) coret yang tidak perlu

YANGMENE.RIMA,
PANITIA PEMILITIAN KECAMATAN

lNama Lengkap)

I

J

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



ffi
CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DART SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN

DI TINGKA,T KECAMATAN DALAM PEMILIIIAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OT5

diisi berdasarkan formulir Model Cl-KWK

MODELDAA-KWK
Helrman I

PLAI{O

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSt

: BLORA
: JAWATENGAH

NO- NAMA PASANGAN CALON
RINCIAN JUMLAH

PINDAIIANTPS...... TPS...... TP&..... TPS...... TPS.,.,.. TPS....- TPS....., TPS...... TPS.,.... TPS...... TPS...... TPS...... TPS...... TPS...... TPS......

I 2 J 4 5 6 7 8 I l0 lt 12 l3 l4 l5 t6 l7 t8

I

2

Jumhh Suerr Seh Crlon

Junhb Suerr THrk Sab

JumLh Smrr Ssh dan Tihk Srb

NAMA,ITANDA TANGAN PPK

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

l. (Namsaksi) 2. (Nma saksi)

Gaod8 tangu) (Tmda targm)

a

I
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MODEL IIAA.KWK
HahDa. 2

PLAAIO

Kf,LURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PnovINsl

BLORA.
: JAWA TENGAH

RINCIAN
NO. NAILT PASANCAN CALON

TPS-... Tt|s-_... TPS...... TPS-.... TPS...... TPS...... TPS...... T16...._ TPS...... TPS...... TPs...... TPS...-. TPS-... TPS...., TPS.....

JUMLAIT
PINDAHAN

I 2 3 4 5 6 '| 8 9 ,0 II 12 l3 t4 l5 t6 l1 t8

I

2

Jumhh Su.r. Ssh Crlor

III
IIII II

Jomhh Surrr Tidrt Soh II
JulnLt Su..a $L drr Tktit Srt III IIIII

NAMA.TTANDA TANGAN PPK

2 5

NAMA DANTANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

I
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MODEL DAA-KWK
H.lrnm 3

PI./INO

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: Bl-rORA
: JAWA TENGAH

NO NAMA PASANCAN CALON
TPS...... TPS..... TPS..... TPL.. TP$..... TPS...... TPS...... TPS-., TPS.,... TPS...... TPS...... TPS...... TPS...... TPS,.-.. TPS..-..

JUMI-AH AKIIIR

I 2 3 5 6 ,|
8 9 l0 lt t2 I3 l4 l5 !6 17 t8

I

?

JuDhn Surri S.h C.bo

III
III

IIIIrI
IIII

III
Juf,Irh S!.rr Tld.l S.[ IIIII

Jumh[ Sr.rs Soh d.n Tidrk S.n III
NAMA/TANDA TANG^N ?PK

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKST PAS{NGAN CALON

f,INCIAN

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



ffi
SERTIFIKAT RDKAPTTUI"ASI IIASIL DAN PEROLEAAN SUARA DARI SETIAP TPS I'ALAM WILAYAIf DESA/KOLURARAN

DI TINGKAT Kf,CAMATAN DALAM PEMILIIIAN UMUM BI'PATI DAN WAKIL BUPAfi BLORA TAHUN 2OI5

diisi bodsrkm fomulir Modcl Cl-K\ryK

KELURAHAN/I'ESA
KECAMATAN
KABUPATET{
?AOVTNSI

: BIORA
: JAWA TENGAE

MODEL DAA.KWK
Erhmrn I

RTNCIAN

TPS TITTPS TPS TPS TPS TPSTPS TPs TPS TPS TPSNO. TPS TPS TPSL DATA PEMITH DAN PENGCUNA HAK PILIH

I IE t9lt t2 t4 l5 t67 9 l04 5 62

PEMILTH

LK

PR

,M1,

l, Panilih tg&fir dalm hnr Poilih Tsp(DPT)

I,K

PR

JML

1 Mih qlrnr &la Drlrr P@ilih TcrTTrt*&l
(DPILl)

LK

PR3. P@ilih todrrlr dd@ Dlnr PmitihPnrdahm (DPPt)

LK

PRa. Poilih hnr Poilib Tmbrtrar2 (DPTb,2[pogw KTP
I& ibri6 Lpofid*u Lbsys

,ML

LK

PR

L

5. rmhh Poilih (l 12+3+4)

,ML

PogS@ h.t pilib d.l& DrO{ Pmilih T.r!p(DPT)

LK

PR
2. Pogg@ h!& pilit drlm Dallr Pqrilih TaapTobolm.l
G)r-IUl)

JML

LK

PR3. PEggu h.& pilil dde D.Or E@iti[PindAa (DPPh)

,ML

LK

PR
l. PafSE hltpilih ddm Drflr Poilih Tonrbdrm-2 (DPTb-
2)&o8gE XTP tu iktrb. lsFldudts himy!

JML

LK

PR

&

t. JEtLhldaniFr88m H* Pilih(l+2+3r.4)

JML

II

NAMA/TNDA TANGAN TTK

NATIA DANTANDA TANGAN SA'(SI PASANGAN CAL()f{

l. (){an $f$) 2. (I'Ld rdBi)

Ganr b-eF, O-qr)

a

,

JUMI,AH PTNI}AIIAN

$ l3

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



a
l{

MODELDAA'KWK
llehmro I dri...

KELURAHAN/DESA

KECAMATAN
XAAUPATEN
PnovtNsr

: BLORA
: JAITA TENGAH

!(). L DATA ?EMILM DAN PENCCUNA IIAK PILIE
TPS TP TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS JTIMLAH PTNDAIIAN

2 4 6 1 8 l0 t2 l3 l4 l5 l6 l7 IE l9
A.

L Fodih ttdallr drlo DlRx P6trilih Tdrp(DPT)

L(
PR

,ML

1" PqiliL rqdanr dclm D!R& P@ilit Tc.pTmbCu. I
(DFrb-r)

LK

PR

,ML

3. Pqilih rqdrlfa ddr! Dror PEitihPid.ba (Dppb)

LK

PR

JML

4. Poilih hnr PoilihTrb$&2 (DPIb-2)hoggw KTp
ir kbds fcpqdttD binnyr

LK

PR

JML

t. ,rdi P@ilih ( l+2+,+4)

LK

PR

,ML
B.

I . Porggw hd( ptlih &t n DqAr Potrilih TrrS(DpT)

LK

PR

JML

2. Poggu hlk pilih dslu Ddlr Poilit TargTmbatrt
(DF-ILt)

LK

PR

,ML

3. Poggs h!l. pilib &t m Doftr Porilihpini.he (Dppt)

LK

PR

JML

4. P6Egu h* pilih &h- D.firr P@ilih T@bdto.2 (Dmb
2ypoggu KTP d& itolib. lEjadd*a Idnryr

LK

PR

JML

5. ,Ebh lduuh p@ggu tB pilib (lr2+3+4)

LK

PR

NAiIA/TANDA TANGN PfI(

NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON

l. (t{aoD slei) 2. (Nrtu dri)

(Ie&up) G&dr ode)
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MODEL DAA.KWK
Hdro.! I drri...

: BII)I'A
: JAWATENGAS

NAMA/TAIiDA TAIIGAN PPX

NAUA DAN TANDA TANGAI{ 6AI(5I PASANGAN CALON

l. (N6 srer, 2.(Nqdri)

(I!a& bqm) (t'.{&L.8-)

KELURATIAN/DESA

KECAMATAN

I(ABUPATEN
PROVINSI

x). L DATA PEMILIH I'AN PENGGUNA trAK PILIII TPS TPS TPS TPS T?S TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS JUMLAH AKHIR

2 I lo u t2 l6 t7 IE l9

A

l. Poilfi tsrLlla dala hflr Poilih Tap(DPT)

LK

PR

JMI-

2. F6ilin tEdlllr ddm D!ftr Pcoitih TdlpTe$.h&l
(pPTUI)

LK

PR

,ML

3. Pailh tqdrftr rhlm hn8 PotrilihPilde (DPPh)

LK

PR

IML

{. Pdiiht D.lb hailih Tetrbdn.2 (DPlb.2ypoggw KTP
er ifili$ Iryadun fe lridrlr

LK

PR

,ML

,. ,ld$ Ploilih ( I +2+3+t)

r-K

PR

,ML
B" PILTH

P6g8@h* pilih ddd Drfte Poili[Tsp(Df-I)

2. FEBSuh* pilt drlm lh,l[ PoilihT(r4Tmblbet
(Dr-rbl)

LK

PR

JML

3. Pqlggu h.& pilh ddm lhnr PoitApin&lm (Dppt)

LK

PR

,ML

a. FogsEh.lpi[f,dda llrnr PmilnrTmbdm-2 (DpTtr
2YFE8E XTP d& ihdil! t pc{ld*m Li6r

LK

PR

JML

5. Julrlr sdmh poggm [I* Pitii (l+2+3+4)

LK

PR

JML

I

li 6 t:t l5
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MODEL DA^-(WK

KELUTATT N/DESA

I(EICAMAT N

KAAUTAIDN

'ROVINSI

: ar,oru
: JAWA TENGAA

RINCIAN

T?Sm DATA ?ENGCUIIAIX SURAT SUARA
TPS

13
1 5

I rdrl iD yDE &6itu r.nEijt c.drgrn 2,5% (2+l+4)

z surat suara dlkehbsllkan oleh p€mllih krrena

3 lunJah suat su.ra Fry ddak diSuDakan

4 ,udah sur.t suara yang diguuakan

RINCIAN

TPS TPS
IIL DATA SUARA S.III IIAI{ TIDII( SAH

17l22

Suara Tld.k &h

Suara sah da. Tidak Sah

EE
E
E
E

xrNclAN

TtsNO IV. DATA SUARA SAII DAI{ TIDA( SAII

12 13 t11 1lz

1 Pemilih disabilltas/penyaDdang cacat

2
PGmililt dlsabilltas/p€nyldan8 cacat yanS merEunakao
h.k pllih III

IO V.llAilAP Stf,G N CAlrOll
tPs TPS

I 3 5 3 t2 r5 tg

1

z

l{^M,T^xD^ T^nc^N PPx

t,
n^MA D X T^NDI rlnc^X S.{XSI ?^J^lrCAX CALO|

tPs

,PS tPs
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MODEL DAA-KWK

KELUNANAN/DE]SA

KECATI,IATAN

I(AAUPAAEN

PNO\INSI

El,oRrt
IAI'A TENGATI

RINCIAN

IL D,lrTA PSTiGGUNAAI{ SURA1 SUARA

ts13

er.t Im ,ug ditui. lcllet c.dDSrn 2.5% (2+!+4)

surar suara dlkembalrkan oleh pemilih karena

surrt suara yanS udak digunakan

surat srEE rrnS dl$nakan

EE
E
E
E
E

R'NCTAN

TPStPsllO III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAiT

1S13I3s

I Suar.9h

2 Suara Tid.I Sah

3 lumlah Suara Sah dan Tldak Sah

RI!{CIAII
rPsTP1'tPsry. DATA SUARA SAII DAN TIDAK SAII

l81252

PeEllth dlsabilitas/penyandan8 cacnt

Pel,llllh dbabillras/D.nfand.na e.at fang Eerg8unrkan
har( pilih

EE
E
E

RINCTAN

V. I{AiIA PA&ING/II{ CAI,ON

16rl52 3
EE
E
E
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KELURAIIAN/DESA

KOCAMATAN
KABUPATEN

RtNCTA!ix! II. DATA PEI{GCUNAIN SURIT ST'ARA
TPS TPS TPS TPS

! 2 3 5 a 10 11 12 13 I5

I ludri srr !l3 ,.nE ditaidr l.rt!l$t .!&nss 2.5% (2+3+4)

2 l[mbt ,r6t suir. dik.mbaltkar olch p.mllih kar€.a

3 ,un ai surat $:r. Fng tidak dlguo.kan

+ lumlah sur.t suara yang dBunak ,r

III

NINCIAN
lfo IIL DATA sUANA SAII DAN TIOAI( SAII

TPS

3 s 10 1i 12 13 r5

lumlahsuaraSah

2 lumlah Suara fid.k Sah

3 lulnbn suara s.h dan Tldat Sah

IIII III
NO tV. DATA SUARA SAII DAN TIDAK SAII

EINCIAN

TPS TPS

2 l1 12 13 t3

I PeDilih dlsabilitas/p€nyandaq cacar

z
Pemilih disabilltas/penyandang ca.ar yaDg mengSunakar

pilih

t,
NAhD NlAnD TrnC^N S^

l{o v.ltAtr/t PAs,tIcnN c LoN

2 l

I

2 II

MODEL DA .KT K

I Bl'[tA
. JAlrA TENGAII

I

TPS

ffi---l t-
T!t--t-

t---t----
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ffi
SENTTTIKAT REXAPTTT'I.ASI HASTL DAN ?ENOLEHAN SUAAA DAru SETIAP DESA /KELUNAHAN

DT TINGKAT KECAMATAN DALAM ?EIflLMAN UMUM 8I,PATI DAN IVAXIL BUPATI BLORA TAHUTi 1 T5

diisi bcrdas*q fomilir Modcl DAA-KWK

KELURAHAN/DESA
XF,CAMATAN
KAEUPATEN
PROVTNSI

: BLORA
: JAWATEiIGAH

MODEL DAI.I<WX
H.b6ml

NO. I. DATA PEMILTH DAN PE.NGGUNA HAK PtLtH

RINCIAN
Df,$/Kf,L DMruL Of,S/Kf,I, Df,SA/SL DXSIVreL xsffixL Df,WKEL DLSA/XEI, DESruL D],SffBL DESA/KEL DA$/|(EL Dt$/l(fL DE$/KEL DAWXf,L JUilLAH PADAMN

I 3 4 6 7 I 9 l0 ll l3 l4 l5 t7 It I9
A"

P@li[ Ed.R ddd Drn{ Pqrilih Tdq,(Dl'T)

Pm:ih drnd ddd Dilr Poilih Tq$Tddrlu.l

Poilib u&(r rhlm Drltr PmilihPhdahe (rrPPh)

Pcnilih Dlne l,(lrilb Tdd@2 (DPlb-.2)iMSg@ KIP

Jtdd Pqilih (l+2+3+{)

B. PENGGUNA H X PILIH

L n-ggEo trl pilih drlm DrI& Poilih Tut{DPT)

Pqmtu hCi pilih d.ll,n D.d, l€trilih Tct+T6brhs.t

Pqqg@ hett pilih dd6 Daltu PrrilibPirdrho (DPfh)

(DPIr>

Judi rdmtr pops tl* Pitih (li2+3+{)

NAMANDA TSGAfl PX

NAM SANISNGAN CAffi

l.Nndri) 2.Om*)

(Id etrs) CIrd. brytr)

t
t

5
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I

MODEL DAI.KWX
Him I drri...

KELTJRAHAN/DESA

KECAMATAN
(AEUPATEN

PROVINSt
I BLORA
I JAWATENGAH

NO. I. DATA PEMILIH I'AN PENCGUNA IIAX PILIH

4 5 7 8 9 t2 l4 t5 l6 t1
it. DATA }EMILIH

I . Panilih udr0r drlm Dollo Pqilil Tdq{Dm.)

LK

PR

,ML

2. Forilih lcdr0r &lo Dri* FcDitit Td?T-'brtel
(DPTLI)

l,!i
PR

IML

l. lbodih Eddtr. ddM l)[lltr PlrilibPindlhq (Dpttt)

LK

PR

JMI,

a. P@ili& Drnr Pmilil r'!r$.hs2 0)PIb-2)brfS@ KTP

LK

PR.

JML

J. ,Elr[ PoilL ( | +2+r*{)

LK

PR

JMI,

B.

l. PoU8@ h.t pilih &16 Drnr Poilih Td{r(DpT)

LK

PR

,ML

1 ?aggEh&dtihdrlm D.n-Padih t'c?Imban.l
(DPILI)

LK

PR

JML

3. Pql8€M hrk pilih dde D!fr{ Pmitrhpirddus (Dppb)

LK

PR

JML

a. I\r888 hr& rill) &Im m, Faitih T!6&a-2 (DffL
2)hrg8u KTP tu itdiE l+q&dAn t E .r

LK

PR,

JMT,

5. JmLn id@h Dqt8@ tl|l Pitih ( I +$3+4)

LK

PR

,ML

N MMANDATANGAil H

I

NAM  DAi TANDA TANGAil $ffiPASANG N

(Tdrd. bp) Gffirs)

t
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MODEL DAI-KWK
Hdmd I dri...

KELURAHAN/DESA

KECAMATAN

KABUPATEN
PROvlNSI

: BLORA
: JAW  TENGAII

NO. I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH
RINCIAN

Df,SlKIL DE$/EL of,wxtL DEWKDL DES'KEL DIMAL DES!ruL DE$reL Df,SA/X!L DT$/KEL D8S'KIL DES/NXL DSSIKEL DEsmI, DTS'KIL JUMLATIAXHN

2. I 3 5 6 8 9 l0 il l2 l3 l{ r5 l6 t1 It l9

Poiti sdaff[ dalm DoIa Fcoilih Tdrp(DPT)

P@ili! hd.n{ dsl@ Drfie Pqrilih TqE)Tmfidhm" I

P@ilih t€ddL ddm Ddld Peoilihl,ind.hs (Dl,Ph)

hoilib D.nr P@ilih T&b$d-2 (DFfE2ltoSf@ KTP
ldmy.

,ml{ Poilrh (l +2+3+4)

B. PENCCUNA HAK PILIH

Pdgg@ hd pilin ddm Difir Pmilnt Tdrp(DPT)

9a8!tu hil pilih &lD D.nr Pqmr f'drpTmh!&l

P6S8E t I piliL&r@D{tr lbiltttrinlSo (Dpptr)

u ilatib t fEl&rb|i- l@y.

JElc' stutdr tESgu llrl( Pilih (l+2+3+4)

flAruTNDA TATCAX PPX

I

NAMA UNTAMTAilGAN $XS]'A$ffi qloil

l. (Ne'a d!i) 2. Nrtr *i)

(Id.u{r)

a

d

I
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=
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E
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x

fi
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a

a

3

2

E
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d

a
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a

q
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a

s
E

g

t
fr
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a

3
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a

a
*
F

3
E

7

E

I
s

fi

a

a

d

E

a

{

a

a

a

d

a

d

a
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fi
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?

$

!
E

E

E

x
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EE
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!
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!
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E
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(

E

E

0,

a

EEEz
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E

II

d

d
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{

d

fr

d

{

a

a

a

a

I
a

4

g

F

I
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H
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MODEL DAT.KWX
Hdm2

KELURAHAN/DESA

KECAMATAN

KAEUPATEN

PROVINSI

: BLOnA
: JA1YATENGAII

I{o II. DATA PENGGUNAAN SUNAT SUANA DsSA/l(Er DESA/XEL DES^/XfL DEsA/XfL DESA,/|GL DESA/XEL oEs/r/KEL DESA/GL DDgA/X161 DtisA,/KEL DSSAIXEl DISA/REL DESA/rcL DESA/t{EL oEsa/KcL
tom.A,t PrilD^ll^x

2 3 4 s 8 9 10 11 l2 l3 l1 ,5 t6 t7 18

1 Jurlalr ont rle yug ditoim tcrmk cadangm 2,5yo <2+3+41

2 lurnlah sumt sum dikembalikan olelr pemilih karcna
rusak/(ellrumblos

3 lumleh surat suara fdng ddak digunakan

4 lumlah sumt suam fang digumkan

lto IIL DATA SUARA SAII DAI{ TIDAI( SAH
RINCIAN

DESA/KEL DESA/XEL OESA/KEL oEsA/xEr, DESA/XtL Df,SA/rcr. DESA/I(f,L DESA,'l(EL DESA/KEL DEIA/IGL DCSA,tl(DL ofs^/KEt Df,1s^/t{EL DESA/TEL DESI/XCL lui$Ilt trxDAH,rI{

1 2 3 4 5 6 1 8 t0 lt 2 l3 t4 t5 t6 17 18

I lumleh Suam Sah

2 Junilah Suara Tidal Sah

3 lumlah Suara Sah dan Tidak Sah

NO v.rA[AP/TSANG Nclr.oil
RINCIAN

DESA/XEL DESA,/rcL oEsa/xtl DESA,'Kf,L DESA/XEL oEs /mL Dls ,.tct DESA/KEI. DESA/KEL DESA/XEL DGSA/r(EL oM/rEL DAS /reL DESA/Kf,I DCSA/Xf,l
,UXtlh nf,Dlllrtx

! 2 a l0 lt l2 13 t6 l7 l8

1

2

NAMANDA T NG N PX

NAA DAN TANDA TAilGN SS I&ilGAR

t.(Nr[*i) 2.(Nnu*.r)

Od@) (TdEr-)

NO IV, DATASUARASAII DAN TIDA( SAH DCSA/l(EL DES'T/XEL ofs^/t(EL D65A/rGr DESA/KEL DESA/XDI D€SA/KEL DES^/XEr" DESA/rf,L DES /l(Er DESA/Xf,a DESA/r(EL DESA/r(:EL DGSA/KIL DESA/IGL
ilrmlAlt HtlDAll x

I 2 4 6 I I l0 11 12 13 t4 ls 16 t1 l8

I Pernilih dlsabilitas/pcnlnndang aat

2
Pemilih disabilttas/Fnyand.ng acrt ,ang menggmalan hek
pilih

J
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MODEL DAT.KWK
Hslamtu 2

PLANO

KELURAHAN/DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

BLORA
JAWA TENCAH

RINCIAN

NO. NAMA PASANCAN CALON

l8l6 t'll3 t4 t58 9 IO t23 4 5 6
,7

I 2

I

2

.ltrmlri Solr Sth Crlon

IIIIII
IIIIIIIII

IIIIII
Jumhh Su.rr Tid.l s.b

Jrdlh[ Suoi, Sr! drn Tilrk S{h II II III
NAMAJTANDA TANGTIN PPK

l,
l t

NAMA DAN TANTIA TANGAN SAXSI PASANGAN CALON

JUMLAH
PINDAHAN

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



MODELDAI-KWK
Helaman 3

PLANO

KELURAHAN/DES.A,
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

BLOR.A,
JAWATENGAH

NO. NAMA PASA.NGAN CALON

RINCIAN

JUMLAH AKIIIR
DESA/KEL DE'A/I(tL DEsrr/fif,1 DSSA/nf,L DESA/ttEt OESA/KEL DESA/X[I DESA/XCl, Df,SA/KEL DesA/xEL DESA/Xf,L Desr/K$. Df,SA/r(Ei Dt9t,.t(El

I 2 J 4 5 6 7 I t0 ll t2 l3 l4 t5 16 17 t8

I

2

Jumhh Surrr Srh C&hn

Jumleh Suara Seh den Tidak Srh

NAMA/TANDATANGAN PPK

NAMA DAN TANDA TANCAN SAKSI PASANGAN CALON

t. (Ntma saksi) 2. (Nmasksi)

(Imdatuge) Gilda tangan)

,

I
,

DES ,/tGL

9
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MODEL
DA2.KWK

CATATAII KE.'ADIAN KHUSUS
I}AN/ATALT KEBERATAN SAXSI DALAM PELAKSANAAI{

REKAPITT'LASI HASIL PENGIIITT'NGAI\ PEROLEEAN SUARA

DI TINGKAT KECAMATAII DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKTL BI'PATI BLORA
TAIITJN 2015

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Kejadian khusu dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut *) :

SAKSI YANG MENGAJI.JKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATA}.I
KETUA

) APABILA HANYA TERJADI KEJADIAN KHUSUS, Model DA2-KWK ditandatangani ohh
Ketua PPK sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandat+n8rni

bersama oleh saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rckapilsft5i di tingket Kecamatan'

v7l
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MODEL
DA3.KWK

BERITA ACARA

PENERIMAAF{ HASIL PENGMTUNGAI\ PEROLEHAN SUARA DARI TPS DALAM
PEMILIIIAN BUPATI DA}i WAKIL BUPATI BLORA TAHT'N 2015

Pada hari ini ... tanggal ... bulan tahun

panitiapemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemrmgutan dan

Penghitungan Perolehan Suara di sehnrh TPS dari :

TPS

Desall(elurahan*)

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Nomor sldNomor

Yaituberupa:

A. I Model C-KWK
Model CI-KWK

2. Model CI-KWK Plano berhologram
J Model C2-KWK
4. Model C3-KWK

Model C5-KWK
6. Model C6-KWK
7 Model C7-KWK

B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oteb EPry

Dokumen dan Alat keleagkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang

dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

PANruIA PEMIINGI.TTAN SUARA

Yang menerima

(Desa/Kelurahant) ...... ..................) (KECAMATAI.I )

NAMA LENGKAP

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

PANTTIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA LENGKAP

dan

t
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MODEL
DA4.KWK

SURAT PENGAIYTAR

Perihal Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan

Kepada

Yth. Ketua I(PU
Kabupaten BLORA
di-

Bersama ini disampaikan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan

Kabupaten Provinsi

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terdiri dari :

A. 1 Model DAA-KWK
Model DAA-KWK Plano

2. Model DA-KWK
Model DAI-KWK

J Model DAI-KWK Plano
4. Model DA2-KWK
5 Model DA3-KWK
6. Model DA5-KWK
7 Model DA6-KWK
8 Model DA7-KWK

B. Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang n

disegel.

YANIG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAIT{

(KECAMATAN

YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN BLORA

I

NAMA LENGKAP

*) Coret yang tidak perlu
Catatan:
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk Kabupaten BLORA.

NAMA LENGKAP

.)

i
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rour Sl
MODEL

DA5.KWK

TANDATERIMA
PEI{YAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT*)

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITT]NGAN PEROLEHAN SUARA DI

TINGKAT KECAMATAN DALAM PEI!flLIEAN BUPATI DAI{ WAKIL BUPATI BIORA

KECAMATAI\'

KABT'PATEN

PROVINSI

*)

Yang Menyerahkan
Ketua PPK

(Nama Lengkap;

Terdiri dari :

l. SaliranModelDAA-KWK.
2. Salinan Model DA-KWK dan Model DAI-KWK'

Tanda tanganSaksi dari Pasangan Calon/
PaawascamNamaNo

INama Pasangan Calon
1

2Nama Pasangan Calon2

JPanitia Pengawas Pemilu
Kecamatao3

TAHUN 2OI5

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECA]vL{TAI{
KABUPATEN......

Telp.

MODEL
DA6.I(WK

Nomor
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tinekat Kecamatan

Kepada Yth.
1. Ketua dan Anggota PPS di Wilayah

Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

di

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untrk hadir pada rapat pleno Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015 dl

tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada :

Hari

Tanggal

Pukul

TempaVAlamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk I (satu) Pasangan Calon;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang

ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupatenlkota kepada

PPK;

c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) ofimg.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA

(Nama Lengkap)

Tembusan:

Ketua KPU Kabupaten BLORA.

:(!

,'
:

I

a
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MODEL
DA7.I(WK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITIILASI HASIL PENGIIITT]NGAN
PEROLEIIAN SUARA PEMILIHAN BI]PATI DAI\I WAKIL BT]PATI BLORA

TAHT]N 2015

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

NO Nama
INSTANSI LEMBAGA

/ORGANISASI
TANDA TANGAN

Tanda Tangan
KetuaPPK

I

( )

I

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



MODEL
DB-KWK

BERITAACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITI.JNGAN PEROLEHAN SUARA

DITINGKATKABUPATENDAI,AMPEilTLIHANBUPATIDANWAKILBTJPATIBLoRA
TAIIUN 2OT5

Pada hari ini ............--..... tangCal bulan tahun

KpU Kabupaten BLORA melaksanakan mpat pleno rekapitutasi penghitungan suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati BLORA Tahun 2015 b€rtempat di

pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi Pasangan calon' dan

diawasi oteh Panitia Pengawas Pernilihan Kabupaten dengan Kegiatan :

a.PenjumlahandatadalamformulirModelDAl-KwKdaliseluruhkecamatansejumlah

kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten Blora dan rtitumgkan dalam formulir Model DBl-

KWK.

b pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-

KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ( ) rangtap ygng masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota I(I!U Ikbrpaten Blora serta saksi dari Pasaogan calon yang

hadir

KPU KABUPATEN BLORA

I ) t 4

Ketua Anggota Anggota Anggota

SAKSIPASANGAI\ CALON

Catatan

)
I

Saksi Pasangan CalonSaksi Pasangan Calon

*) Coret yang tidak Perlu

s

Anggota
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I(ABUPATf,N
PROVINST

Dt,ORA
JAWA rINCAII

NO L DATA PEMILTI' DAN TENGGT]NA EAX PILIE

RINCIAN

7, , 5 6 1 8 l0 II t2 l3
DATA Pf,MII,I8

l. Pmlih lqi.nr ddu Drn! Pailii Tcrp(DPT)

LX

.,ML

2. kiliiEtn .h& D.Or AoiilTa{TddGl
(DPrlD

LK

PR

]ML

l P@nt tqn n! dnD hnr Polihfi,t td (DPPb)

LK

,ML

a. Pdiin Dinr Dmilin Tulb.no-2 (DPft.2yDcus@
KID !l!r id@{.! LroddrrD dmyr

LK

JML

5. ,uhh P@iliL 1l+2+3<)

t-(

JML

B. PENCCUNA IIA( PII,iIt

I ?rIin h.trilii d.l& Irn PdiliTcr(DPT)

LK

,ML

t hst@ tl pilil &l& D.n R@ilt rc{Tet hbl
oPrt.r)

LK

JMT

, Do33w hd. pilih dnm DiAu PmilillPi,ndo (DPPh)

LX

PR

JMf

a. Porg@ t t pilit ddm D.ILr Pdi[I tDrb.[d.2 (DPI!
2)hag3N (TP @ i&di'l! Lr+*.lq hilDr

LK

,ML

J JuLn rdErn Fss@ H* liin (, +2+3+.1)

LK

PR

JML

ffi
SEITIIIKAT REXAfTTUL\S! EIStr, PENCMUNCAN PEROLEf, N SUAR  DARI SEIIAP KECAMAIAN

DT TINCXAT XAII'?ATEN DALAM PAiqUXAN UMUM BUPATI DAII 9AKIL 
'UPAII 

BI.Of,A TAEUN 2I'I5
diii bdd.sl& fmli. Mo<H DAI -KwK

t,

MOD'L DEI.KIf,K

I t4 I

tttl

ffi
I

-
---+--- ts--f--F--t

r------r------r
f------r-------

t

I

F=--------r------
Ittt

- I

ffi
=

ts--f-- ---+---

=

-------r-----tm
llltt1-------r------ II tt
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MODEI, DBI.KWK
ll.llm I dri...

KABUPATEN
PROVtNSt

: BLOM
I JAWA TENGAH

NO. I. DATA Pf,MILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ffiAUTAN xtcahTs ECAUTAN XEAMTAX Xf,CAMTAT{ IEC UATAN UCAMTN gCAMTAN CCAUTAN KACAMTAfl XICAMAIAN XECAMTAN EAMATAN KSCAMATAN SCAitATAN

2 4 5 6 7 I l0 ll l3 l4 t9

1L DATA PEMILIH

l. Psitt qdrn6 {bbm Drlur Poilih Tdlp(DFl)

LK

PR

JML

2. PoiIh rqddE dd6 Da0tr Fmilih Tsqr1 nb{hs.t
(Dr-ILl)

LK

PR

,ML

l, l\ililih rdd0rlm dde Dsno kntiy'hPinddE (Irffi)
LK

P&

IML

il. Pdil& mdP@ilihTmbdrt.f (Dnt 2li'crugu r1P
@ iddiEr l+s|&dt*m lrimy.

LK

PR

JML

5. rt6l.h P@lih (l+2+l+4)

LK

PR

JML

B,

I . Pq8gw b& piLh dd@ Ddla Poilih Tq{DI'1)

LK

PR

,Ml-

1. PqgsB i.B pilil &lm Ddh, Ardlih Tdq)Teb-&l
(F-Ib.r)

LK

PR

,ML

3. pdgt@ h* pilih ddm D6ne P.tilihPidrlm (DPI'h)

LK

PR

,ML

4. !688e hr& plih ddm Mr Paili[ Td5.t&2 o)l,IL.
2)4HE8w KTP shu idmurN tl{r€dut*a bimyr

LX

PR

,ML

t. .bdrh rlat6 pat88m I Ll ftlU (l+2+3+4)

LK

PR

,ML

NAMAXDATArcAN H $N'}ATINM

NAM DAXTAXDATNGAT $TS PSNGAN ALG

l. (Nfl {ki} 2.(ilmdi)

(Td[n{E) OhOhe)

I 3 t 12
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E
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o.
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5
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S
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3
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6
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E
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E

F
!
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E

E
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E

,!!

ll
il

I!

J
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,
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I
E

5

i
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t
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-
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RINCI N

II. DATA PENGGUiI,IA!{ SUMT SUAIA

I ,@Lh 5.lr sle !-8 dEim Lrr(* dd,rr 2.J% (2+3+4)

2 ,ulrLh s@t siJe dik Db.lilor oleh penilli krllE

,urnh,h su6t sum yatr8 tidak digllnrka8

lun{ah eEt suari y.ry dlSuDl<an

IIII
III, DAIA SUAf,A SAN DAN TIDAI( SAII

x

1

2 lMla} SlIfTldaks.h

7 lrmlab S@a sah .lin TIdaI th

]V. DATA SUAnA SAII DAN TIDAX SAIT

I P€lnlh disbilltas/p.Dyen.hn8 ec.t

2
Plmlllh dhablutai/pcnFld.ry e.r yd.8 rehEuD.lrn tEk
dlrh

!lo V. N iIA PASANGAI{ CAI'N

1

2

3

r-.
[-

I

t-l m
m -TT-

I r--+ T--r---t lrlm

[-T--r
r.--l

l[Tl

tr
r5
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BrnnA

{tNct,rii

I!. DAIA PEI'IGGUI{AAN SURAT SUARANO

I &d !e )&0 dsim lrturJ& c.drsb 2,5% (1+r+4)

2
,lmLh runt flrn dlla$.tit n ol4h gehlllh L.!mr

3

rurat 3!ara yara dl$n.kan

NO Itl. D,tT S1I/|X.A SA,l DAr ',t lDAl( S tl

I

2 ,un{!h Su.r. Iidak s.i

3 luml.l s!@ S.h d.n Tidrk Sah

IV, DATA 
'UARA 

SATI DAI{ TIDAX IAII

1 P.milih d&hilltas/p.Dyanda!8 6@t

2
Pffilllh db.blutas/penyad.ns caet yaqE BerlgeJn krn ha](

Pilih

to v. NluA PaSANGA! CA|-ON

I

2

I

PROVINS'

lunlil suBt sue y.4 ti&! .[8u.Lan

E T
I

f r3----f---u-l

t

If-l--r t
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,
I

MODEL DBT.KWK
H.hoo I drti...

KAEt]PATEN
PROV|NSI

: BLORA
: JAWATENGAH

I. IIATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILTI|

RI

NO. XECAMAT N KgCAATAN Kf,CAMAIAN SCAUTAN Nf,qMIAN KIqMTAN KUCAMTAN ruCAMTA! ruC MATAN I(8CAMATAN xf,qtATai Xf,CAMATAN XECAMATAN (CCAMTAN trf,CAUATAN nMuH axtrn

3 4 5 I ll t2 l3 l4 l, t6 l? l8 l9

A.

l. P@ilih Edrnr ddm l)lnd Psniltr Tdq(DPT)

LX

PR

,ML

2.Fdtdd.le&laf,)[orPoitihTu4Tobr&ol
(w-Iur)

LX

PR

,Mt,

L Poilih rsdr^lr d.bh Ddu. PErnilitrPidare (DPPh)

LK

PR

IML

a. Pdih D.ir P@ilih Tr|bdp2 @,'fU2!4aggu fTP
u iddiBLpilld*i liuvr

LK

PR

JML

5.,url h Psilit ( | +2+31.'l)

LK

PR

JML

B.

L PoAs h* Filit ddn Ddr turilib TdT()PT)

2. PrgSE h.k flih ddn ft&r PdilihTd?Tffih.hlt l
(rrP1b-r,

LK

PR

,,ML

3. PqSAs! h& pilih {h!D Dlttlf Pmiliblinlde (DIPtr)

LK

Pt

,ML

a. FEggs hd. pilih d.l8 D.trPailihTdbde2 Gr/tE
2)DoeEr KTP ilo ililuhr L4drt &!t- L6r.rr

LK

PR

'ML

5. Id* sl6A pdugu! I ldi Pilrb ( l+2+3+4)

LK

PR

rML

NAIA/TAmA TNGS Xtl' htutltEN 0loll

I

NAMA DANTANDAIANGAH $KI 
'ASHGAX 

qION

l.(ltudr) 2.O.m*r)

(ldu@) GdLu)

fl ___*

t
4

2 I 7

PTNGGUNA HAK PILIH
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CATATAN REKAPITIJLASI HASIL PENGIIITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TTNGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIIIAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAIIUN 2015

diisi berdasarkan forrnulir Model DAI-KWK

MODELDBI-KWK
Halaman I

PLANO

KABUPATEN
PROI'INSI

BLORA
JAWA TENGAH

NO. NAMA PASANGAI{ CALON

RINCIAN
JUMLAH

PDII'ATIAN
l(Bc "itATA"t{ t(lc "uAT ll ](f,CAIIATAX IGCA.IIATAN I(BCA}IATAN XECI.iIATAI{ xrc^ltAT .x XBCAMATAN IGCA.iIATAN XDCAIIATAX Xf,C^.lrl T t{ I(DCAilATA.X XECAJI{ATAI{ XECAIIATAJI tEc lr.^l ll

I
,)

3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 l3 l4 l5 l6 l7 18

I

)

Jumlrh Surrr Seh Crlon

Jumleh Surn Tidrk Srb

Jumhh Surrr Srh drn Tldrk Srh

NAMA,/TAI\IDA TAIYGAI\I KPU KABUPAIEN BLORA

I 2

NAMA DAN TAIIDA TANGAN SAKSI PASANGAI\I CALON

l. (Nama saksi) 2. (Narne saksi)

(Tands tangan) (T8ndr tangu)

I

,
t

l
it
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KABUPATEN
PROVINSI

: BLORA
: JAWATENGAH

I

MODELDBI-KWK
Hrlamrn 2

PLAI{O

I.

NO. NAMA PASANGAN CALON
RINCIAN

JUMLAII
PINDAHANI(f,CAI'ATAT{ t(lcAltaT tl If,C'IUTTAX fiSCArmT X xlcJtlrA'Ilx ftECr.ifAT N RACAIiATAT I(ECAIIATAN KECIIIATAN XDCAilATAN TEGAUAAAII l(6C il^T,t{ t(Ec xATAl{ KECAUATfl rf,cAllAlAr

2 7 8 l1 l4 t5 t6 l7

I

2

Jumlet Suara Ssh Celon

Jumleh Suam Tldrk Srh

Jumlab Surra Sah dro Tldek Soh

NAMA./TANDA IANGAN KPU XABUPATEN BLORA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASAATGAN CALON

l. (Neasaksi) 2. (Nma sksi)

Cfedar0ggl) Gmds ranggl)

I 2-,* .

t

t

I 3 4 5 6 9 l0 \2 I8
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MODELDBI-KWK
H.l.m.tr 3

PLANO

KABUPATEN
PROVINSI

: BLORA
: JAWA TENGAH

NAMA PASANGAN CALON
JUMI-{TI AKHIR

2
l8

Jumlih Sur. Srh C.k r
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NAMA/TANDA IANGAN KPU IqAUPATEN BLORA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CAION

I
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MODEL
DB2.KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAI{ SAKSI DALAM PELAKSANAAN

REKAPITT'LASI HASIL PENGIIITI,]NGAI\I PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BT'PATI DAI\ WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN2Ol5

Kejadian khusus dan/atau pemyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA

KEruA

r) apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU
Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani
bersama oleh saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulari
di tingkat Kabupaten.

Kabupaten

Provinsi

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



BERITA ACARA
PEI\ERIMAAI\ REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAI{ PEROLEHAN SUARA DARI

KECAMATAI\ DALAM PEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKIL BTJPATI BLORA TA}IT'N2OI5

Pada hari ini tanggal bulan tahun

KPU Kabupaten BLORA menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Yaitu berupa :

A I Model DA-KWK
Model DAI-KWK
Model DAI-KWKPlano

2 Model DA2-KWK
J ModelDA3-KWK

ModelDA5-KWK
5 ModelDA6-KWK
6 ModelDAT-KWK
7 ModelDAA-KWK
8 Model DAA-KWK Plano

B Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang

dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan lang raenerima

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN

NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

)

I

MODEL
D83-KWK

4.

KPU KABT]PATEN KOTA
KABI.]PATEN BLORA

Cap mU
t(.b
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MODEL
DB5-KWK

TANDATERIMA

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIT'IKAT*)

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITT'NGAN PEROLESAN

TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIEAN BUPATI DAI\I WAKIL BT'PATI BLORA

TAIIT]N 2015

KABUPATEN

PROVINSI

Tanda tanganSaksi dari Pasangan Calod
PanwascamNamaNo

INama Pasangan Calon
I

2Nama Pasangan Calon
2

3Panitia Pengawas Pemilihan
KabuPatutJ

Yang MenYerahkan
KPU KabuParen BLORA

(Nama LengkaP)

t

v7

SUARADI
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KOMISI PEMILIHAN I,]MUM
KABUPATENBLORA

PROVINSI JAWA TENGAH
Telp.

MODEL
DB6-KWK

Nomor
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingtat Kabupaten

Kepada Yth.
1. Ketua PPK

di Wilayah Kabupaten Blora
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Blora
di

KPU Kabupaten mengundang untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 di Tingkat

KabupaGn yang dilaksanakan pada :

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi unhrk 1 (satu) Pamngan Calon;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang

ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada

KPU Kabupaten Blora;

c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjurnlah paling banyak 4 (empat) orang.

KOMISI PEMILIHAN UMIJM
KABI.JPATEN BLORA

KETUA

(Nama Lengkap)

Y7
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MODEL
DB7-KWK

DAF'TAR IIADIR PESERTA RAPAT REKAPITT'LASI HASIL PENGHITT]NGAI\
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BIJPATI I'AI\TWAKIL BUPATI BLORA

TAHUN2OI5

Kabupaten

Provinsi

NO Nama
INSTANSILEMBAGA

/ORGANISASI
TANDATANGAN

Tanda Tangan
Ketua KPU Kabupaten Blora

)

.l

Y7

(.
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KOIVtrSI PEMILIHAN I'MUM
KABT'PATENBLORA

PEIYETAPA}' PASAIIGATI CALON TERPILIH
BTJPATI DAIY WAKIL BTJPATI BLORA PERIODE 2015-2020

PADA PEMILIHAN TAHUN 2OI5

Pada hari ini ........... tanggal bulan tahun ......................., Komisi
Pemilihan Umurn Kabupaten Blora telah melaksanakan Rapat Pleno unfuk menetapkan Pasangan
Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora hasil Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blor4 memutuskan nama Pasangan
calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Blora.

Data yang dipergunakan dalam penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih
Kabupaten Blora adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
(Model DBl -KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

\ . 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor tentang
Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Pada Pemilihan
Tahun 2015.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang dituangkan
dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blota.

KONflSI PEMILIHAN UMTJM KABUPATEN BLORA

l. ARIFIN, S.Ag (Ketua)

2. AHMAD HUSAIN, ST (Anggota)

3. MOESAFA, S.FiI.I (Anggota)

4. Dra. ITA SADRINI ASTUTININGSIH, MM (Anggota)

5. MOHAMMADKHAMDUN,S.Pd.I (Anggota)

TENTAIIG
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